
MATRIKS PERBANDINGAN 

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 31 Tahun 2021 DAN NOMOR 73 TAHUN 2021 

 

PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 31 TAHUN 2021 PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 73 TAHUN 2021 

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA 
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 31 
TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN 
DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN 
SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang: 
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran Pedoman Teknis 
pengelolaan Keuangan Daerah, pada angka 4 Ketentuan Terkait Belanja 
Tidak Terduga huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Penganggaran, 
Pelaksanaan dan penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan 
Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;. 

Menimbang: 
a. bahwa dalam rangka pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga 

perlu memisahkan tanggung jawab antara Pejabat Pengelola 
Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis 
pelaksana Belanja itidak Terduga sehingga perlu dilakukan 
Perubahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata 
Cara Penganggarafl, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi 
Belanja Tidak Terduga; 

  

Mengingat: 
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan 
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah 
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

Mengingat 
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan 
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah 
diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 



2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 
Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, 
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan 
Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4880); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7563); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
 

Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 
Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten 
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, 
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7563); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

 

  

MEMUTUSKAN: MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: 
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, 
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN 
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK 
TERDUGA. 

Menetapkan: 
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 
NATUNA NOMOR 31 TAHUN 2O2I TENTANG TATA CARA 
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, 
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN 
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA. 

  



BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :  
1.  Daerah adalah Kabupaten Natuna.  
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.  

3.  Bupati adalah Kabupaten Natuna.  
4.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang 
ditetapkan dengan Perda.  

5.  Beianja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang 
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 
anggaran yang berkenaan.  

6.  Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang 
melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.  

7.  Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada 
Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan 
daerah.  

8.  Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang 
selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas 
meraksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara 
Umum Daerah.  

9.  Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah 
PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.  

10. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban 
APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang 
tidak dapat diprediksi sebelumnya. 

11.  Bencana adalah peristiwa atau rangkaian yang mengancam dan 
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 
disebabkan, baik oleh faktor alam atau non alam maupun faktor 

Pasal 1 
TETAP 



manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, 
kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.  

12. Bencana Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 
serangkaian peristiwa.  

13. Bencana sosial adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 
serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi 
konflik sosial antar kelompok atau komunitas masyarakat dan teror.  

14. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang 
dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk 
menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan 
penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda pemenuhan 
kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, 
penyelamatan, pemulihan prasarana dan sarana, serta pengamanan 
dan ketertiban akibat Bencana alam atau Bencana Sosial.  

15. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang 
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan 
Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.  

16. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan 
uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh 
penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah 
pada bank yang ditetapkan.  

17. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.  
18. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. 
19. Surat Keterangan Telah Dibukukan yang selanjutnya disingkat SKTB 

adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh BUD atas pendapatan 
dan/atau Penerimaan Daerah yang telah dibukukan Badan Pengelola 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna. 

20. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat 
SPTJM adalah surat pernyataan yang menyatakan bahwa segala 
tindakan pejabat/seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian 
daerah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pejabat/seseorang 
yang mengambil tindakan dimaksud 

Pasal 2 Pasal 2 
TETAP 



Peraturan Bupati ini mengatur tentang prosedur pengganggaran, 
pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungj awaban Belanja Tidak 
Terduga 

BAB II PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA  

Pasal 3 
Penggunaan Belanja Tidak Terduga digunakan untuk:  
a. keadaan darurat; 
b. keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;  
c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah 

tahun-tahun sebelumnya; dan  
d. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. 

Pasal 3 
TETAP 

 
 

 

BAB III PENGANGGARAN  

Pasal 4 
(1)  Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a terdiri 

dari:  
a.  Bencana alam, Bencana non-alam, Bencana Sosial dan/atau 

kejadian luar biasa;  
b.  pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau  
c.  kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan 

pelayanan publik..  
(2)  Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b 

meliputi:  

a.  kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat 
yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran 
berjalan;  

b.  Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat 
wajib:  

1.  Belanja Daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja 
yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus 
dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang 
cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran 
berkenaan, seperti:  

Pasal 4 
TETAP 



a) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran 
kekurangan gaji, tunjangan; 

b) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran 
telepon, air, listrik dan internet. 

2. Belanja Daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk 
terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan 
pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, 
kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, 
kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman 
yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah 
Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat 
Peraturan Perundangundangan; dan/atau 

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan 
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah 
dan/atau masyarakat. 

(3) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah 
tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf c digunakan untuk menganggarkan pengembalian atas 
kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah yang bersifat tidak 
berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya. 

(4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan pemberian 
bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan pada saat proses 
penyusunan APBD, yang terjadi pada tahun berjalan yang apabila 
tidak dibantu akan terjadi resiko sosial terhadap korban seperti 
korban musibah kebakaran, korban Bencana Alam, korban kapal 
tenggelam, bantuan transportasi berobat beserta pendamping untuk 
(1) orang yang tidak mampu 

Pasal 5 
(1) Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi untuk mendanai 

keadaan darurat, Pemerintah Daerah menggunakan: 

Pasal 5 
TETAP 

 



a. dana dari hasil penjadwalan uiang capaian program, kegiatan, 
dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam 
tahun anggaran berjalan; dan/atau 

b. memanfaatkan kas yang tersedia. 
(2) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diformulasikan terlebih 
dahulu dalam Perubahan DPA SKPD. 

(3) Memanfaatkan kas yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b dibebankan pada Belanja Tidak Terduga. 

(4) Perubahan DPA SKPD dari pendawalan program kegiatan dan sub 
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 menjadi dasar dalam 
melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 
untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang 
Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran 
apabila tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan 
perubahan APBD. 

Pasal 6 
Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan 
melalui pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga kepada belanja 
SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan: 
a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan Belanja Tidak 

Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang 
membidangi keuangan daerah;  

b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan Belanja Tidak 
Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-
SKPD; dan 

c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan 
perr.rbahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk 
selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan 
APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi 
Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau 
telah melakukan perubahan APBD 

 

Pasal 6 
TETAP 

 



Pasal 7 
Penggunaan Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk pengembalian 
atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun 
sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan 
sebelumnya dilakukan dengan tahapan: 
a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan Belanja Tidak 

Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang 
membidangi keuangan Daerah;  

b. dalam hal anggaran beium tercukupi, penggunaan Belanja Tidak 
Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-
SKPD; dan 

c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan 
perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk 
selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan 
APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi 
Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau 
telah melakukan perubahan APBD 

Pasal 7 
TETAP 

 

BAB IV TATA CARA PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA  

Pasal 8 
Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan 
darurat dilakukan dengan tahapan:  
a. Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk Bencana Alam, 

Bencana non-alam, Bencana Sosial termasuk konflik sosial, kejadian 
luar biasa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;  

b. berdasarkan penetapan status Bupati dan/atau dokumen lain sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk tanggap darurat 
nasional, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan 
fungsi mengajukan rencana kebutuhan lelanja kepada PPKD selaku 
BUD.  

c. rencana kebutuhan belanja yang diajukan terlebih dahulu telah 
dilakukan reviu oleh Inspektorat. d. rencana kebutuhan belanja yang 
diajukan ke PPKD;  

c.  Kwitansi induk pembayaran Honorarium Operasional; dan  

Pasal 8 
TETAP 



d.  rencana kebutuhan belanja yang diajukan ke PPKD terdiri dari:  
1. surat pengantar;  
2. SPTJM;  
3. pakta integritas; 
4. dokumen status tanggap darurat yang ditetapkan oleh Bupati 

dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan;  

5. rincian rencana kebutuhan belanja; dan 
6. hasil reviu inspektorat 

e. berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD 
mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang 
membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) 
hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.  

f. pencairan dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang dari Rekening 
Kas Umum Daerah ke Rekening Penerima. 

g. dalam rangka melakukan penatausahaan, SKPD penerima membuka 
rekening pengeluaran Belanja Tidak Terduga sesuai mekanisme 
pengelolaan rekening milik Pemerintah Daerah. 

BAB V PENGHENTIAN HONORARIUM OPERASIONAL  

Pasal 9 
(1) Keperluan untuk mendanai keperluan mendesak mengacu pada 

kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam 
Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan. 

(2) Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai 
keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran' anggaran dari 
Belanja Tidak Terduga kepada Belanja SKPD/Unit SKPD yang 
membidangi, dengan tahapan: 
a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan Belanja Tidak 

Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang 
membidangi keuangan daerah. 

b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan Belanja tidak 
terduga terlebih dahulu di formulasikan dalam Perubahan 
DPASKPD dengan melakukan antara lain: 

Pasal 9 
TETAP 

 



1) SKPD teknis yang membutuhkan menyusun Rencana 
Kebutuhan Belanja yang diformulasikan kedalam RKA SKPD 
dan/atau Perubahan DPA SKPD.  

2) RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD harus sudah 
direviu oleh Inspektorat.  

3) RKA sebagaimana dimaksud telah mendapat persetujuan 
Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.  

4) RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD ke PPKD terdiri 
dari:  
a)  surat pengantar;  
b)  surat pernyataan tanggungjwab mutlak;  
c)  fakta integritas;  
d) usulan RKA dan/atau perubahan DPA SKPD yang telah 

ditandatangani sekretaris daerah; dan  
e) hasil reviu inspektorat.  

5)  PPKD melakukan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak 
Terduga ke belanja yang diusulkan. 

(3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b menjadi dasar dalam melakukan perrrbahan 
Peraturan i3upati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya 
ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau 
dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah 
Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah 
melakukan perubahan APBD. 

Pasal 10 
(1) Tata cara pengembalian Penerimaan Daerah yang dibebankan pada 

Belanja Tidak Terduga merupakan pengembalian atas Penerimaan 
Daerah yang telah diterima melalui Rekening Kas Umum Daerah 
dan/atau Rekening Penerimaan Daerah pada Tahun Anggaran 
sebelumnya.  

(2) Permintaan pengembalian Penerimaan Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: 

 a. SKPD teknis;   
 b. bank penyetor; dan  

Pasal 10 
TETAP 



 c. badan lainnya/pihak lainnya 
(3) Permintaan pengembalian SKPD dimaksud pada ayat (2) huruf a 

disebabkan oleh:  
 a. kesalahan jumlah setoran;  
 b. kesalahan frekuensi penyetoran;  
 c. kesalahan rekening tujuan;  
 d. setoran ganda;  
 e. ikatan perjanjian; dan/atau  
 f. menurut ketentuan yang berlaku harus dikembalikan.  
(4) Permintaan pengembalian yang diminta oleh bank penyetor dan 

badan lain/pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
b dan huruf c disebabkan oleh:  

 a. kesalahan perekaman;  
 b. kelebihan pelimpahan/transfer; danlatau  
 c. kesalahan pelimpahan/transfer.  
(5) Pengembalian Penerimaan Daerah yang diterima melalui Rekening 

Kas Umum Daerah/Rekening Penerimaan Daerah dilakukan dengan 
langkah langkah:  

 a. SKPD teknis/penyetor/ badan lainnya/pihak lainnya mengajukan 
SKTB ke BUD dan bank pemegang kas daerah selaku penerima 
setoran. 

 b. pengajuan SKTB ke BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dengan melampirkan:  

  1. fotocopy bukti setor Penerimaan Daerah;  
  2. fotocopy bukti kepemilikan rekening tujuan;  
 3. SPTJM sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan 

Bupati ini; dan 
   4. fotocopy identitas penerima/pemohon. 

c. BUD melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permintaan. 
d. dalam hal setoran telah diterima dan dibukukan pada RKUD, BUD 

menerbitkan SKTB dengan ketentuan:  
 1. lembar ke-1 ditujukan kepala SKPD/kuasa PA 

SKPD/penyetor/badan lainnya/pihak lainnya mengajukan 
permintaan pengembalian Penerimaan Daerah;  



 2. lembar ke-2 disampaikan kepada Bupati sebagai lampiran Surat 
Ketetapan Pengembalian; dan  

 3. lembar ke-3 sebagai pertinggal. 
e. SKTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 
(6) Atas dasar SKTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BUD 

menyiapkan rancangan Keputusan Bupati tentang Persetujuan 
Pengembalian Penerimaan.  

(7) Mekanisme pengembalian penerimaan dilakukan dengan 
mekanisme langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Daerah ke 
rekening penerima.  

Pasal 11 
Tata Cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keperluan 
Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan 
oleh SKPD terkait dengan tahapan:  
a. SKPD teknis yang membutuhkan menyusun rencana kebutuhan 

belanja.  
b.  rencana kebutuhan belanja harus sudah direviu oleh inspketorat. 
c. rencana kebutuhan belanja yang telah direviu disampaikan ke PPKD 

terdiri dari:  
 1. surat pengantar;  
 2. surat pernyataan tanggungjwab mutlak;  
 3. pakta integritas;  
 4. usulan rencana kebutuhan belanja;  
 5. Daftar Usulan Penerima Bantuan Sosial yang dibuat sesuai dengan 

lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan 
Peraturan Bupati; dan  

 6. Hasil Reviu Inspektorat 
d. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan 

mencairkan Belanja Tidak Terduga kepada kepala SKPD paling lama 1 
(satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB. 

e. Pencairan dilakukan dengan mekanisme TU dari Rekening Kas Umum 
Daerah ke Rekening Penerima. 

Pasal 11 
TETAP 

  



Pasal 12 
SKPD teknis/penerima Belanja Tidak Terduga bertanggung jawab secara 
materil dan formil atas penggunaan Belanja Tidak Terduga 

Pasal 12 
TETAP 

BAB V PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN  

Pasal 13 
Penatausahaan Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat dan 
Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan 
mekanisme:  
a. Penggunanaan dana Belanja Tidak Terduga dicatat di Buku Kas Umum 

terpisah dari pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD lainnya. 
b. Pencatatan di Buku Kas Umum dilakukan berdasarkan bukti 

pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-
undangan.  

c. Buku Kas Umum didukung dengan: 
 1. buku pembantu simpanan bank;  
 2. buku pembantu kas tunai di Bendahara Pengeluaran;  
 3. buku pembantu pajak; dan  
 4. buku pembantu pengeluaran per rincian objek. 
d. Kepala SKPD menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan 

Belanja Tidak Terduga ke ppKD berserta salinan bukti pengeluran yang 
lengkap dan sah, dan SPTJM. 

Pasal 13 
TETAP 

Pasal 14 
Mekanisme Penatausahaan Belanja Tidak Terduga untuk keadaan 
mendesak menjadi satu kesatuan dengan penatausahaan Belanja APBD 
pada SKPD. 

Pasal 14 
TETAP 

Pasal 15 
Kepala SKPD melaporkan realisasi pengeluaran Belanja Tidak Terduga 
paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya. 

Pasal 15  
TETAP 

 Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 
BAB VA PERTANGGUNGJAWABAN 

 Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 



 Pasal 15 A 
(1) SKPD teknis yang melaksanakan belanja tidak terd.uga bertanggung 

jdwab secara formil maupun materil terhadap penggunaan belanja 
tidak terduga.  

(2) Pertanggungjawaban SKPD teknis yang melaksanakan belanja tidak 
terduga:  

 a. surat pengantar;  
 b. SPTJM;  
 c. pakta integritas;  

 d. dokumen status tanggap darurat yang ditetapkan oleh Bupati 
dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan;  

 e. rincian rencana kebutuhan belanja;  
 f. hasil reviu inspektorat; dan  
 g. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah atas penggunaan belanja 

tidak terduga 
(3) Pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk PPKD terdiri dari: 

a. surat pengantar;  
 b. SPTJM;  
 c. pakta integritas;  
 d. dokumen status tanggap darurat yang ditetapkan oleh Bupati 

dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan;  

 e. rincian rencana kebutuhan belanja;  
 f. hasil reviu inspektorat; dan  
 g. SP2D dan bukti mutasi transfer belanja tidak terduga ke SKPD 

teknis. 

BAB V MONITORING DAN EVALUASI  

Pasal 16 
(1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

Belanja Tidak Terduga.  
(2) Monitoring penggunaan Belanja Tidak Terduga dilakukan SKPD 

Teknis penerima Belanja tidak terduga dan inspektorat.  

Pasal 16  
TETAP 



(3) Dalam hal kepala SKPD tidak menyampaikan laporan penggunaan 
dana setiap bulannya, Sekretaris Daerah memberikan teguran 
kepada Kepala SKPD.  

BAB VI KETENTUAN LAIN LAIN  

Pasal 17 
Pengusulan, reviu inspektorat, pertanggungjawaban belanja 
menggunakan aplikasi Infis BTT PPKD. 

Pasal 17 
TETAP 

BAB VII KETENTUAN PENUTUP PASAL II 

Pasal 18 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati dangan penempatannya dalam Berita Daerah. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dangan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Natuna. 

Diundangan di Ranai pada tanggal 1 Juli  2021 Diundangkan di Ranai pada tanggal 26 November 2021 

  

 

 


